PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
e DINAS PENANAMAN MODAL
k‘ 9/ DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
‘ JL. Abdul Malik Pattana Endeng, Kompleks Perkantoran Gubernur, Rangas - Sulawesi Barat

REKAPITULASI DATA IZIN DAN NONIZIN TAHUN 2021
PADA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B

NO | SEKTOR | JENIS 1ZIN

1 |Surat zin Usaha Perikanan (SIUP) 24 lzin

2 |Surat Izin Penangkapan lkan (SIPI) 153 Izin
e - o B

3 |Surat Izin Kapal Pengangkut lkan 15 Izin

4 |Surat Tanda Keterangan Andon 128 lzin

5 |Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan -

6 |Surat Izin Usaha Budidaya Pembesaran -

7 |Surat Izin Pengolahan |kan -

Izin Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 Mil di
Luar Minyak dan Gas Bumi

9 Izin Usaha Perikanan tangkap untuk Kapal
Perikanan Berukuran diatas 5Gt sampai 30 GT

10 Bukti Pencatatan kapal Perikanan ( BPKP ) 120 Izin

Rekomendasi Survey/kegiatan Izin Kelompok
dan Organisasi;

Rekomendasi Penelitian Orang Asing dan

g Lembaga Asing
3 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas,
Yayasan, LMS dan Pantal;
4 |Rekomendasi Penelitian 386 Izin

1 |lzin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) -

2 |lzin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang -




JENIS 1ZIN

Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

1zin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B

Rekomendasi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian
(STRTTK)

Rekomendasi Cabang Pedagang Besar Farmasi
(PBF) Pusat

|zin Angkutan Dalam Trayek (AKAP)

Izin Operasi Angkutan Taksi/Tidak Dalam Trayek

Surat Izin Perusahaan Ekspedisi Muatan
Pesawat Udara (SIUP EMPU)

= |

Surat Izin Perusahaan Jasa Penunjang Bandara
Udara/Penerbangan

Surat Izin Perusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi Udara (SIUP-JPTU)

Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat
(SIUPPER)

Surat Izin Usaha Perusahaan Depeo Peti Kemas
(SIUP DPK)

1zin Kegiatan Pengerukan di Dalam DLKr/DLKp
Pelabuhan Laut Regional

1zin Reklamasi di Dalam DLKr/LKp Pelabuhan
Laut Regional

10

1zin Usaha Perusahaan Angkatan Laut Bagi
Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi
Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota
Wilayah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi
Setempat, Pelabuhan antar/Provinsi dan
Interasional (Lintas Batas)

"

lzin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaan
Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas
Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Wilayah
Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi
Setempat, Pelabuhan antar/Provinsi dan
Interasional (Lintas Batas)

12

Izin Usaha Tally di Pelabuhan

13

Izin Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke
Kapal

14

llzin Usaha Ekspedisi/Freight Forwarder




15 izin ‘
Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

Izin
16 lauvg:aha Penyewaan Peralatan Angkutan
ralatan Penunjang Angkatan Laut

- :‘Zlan Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai
N Dasar Lintas Kab/Kota dalam 1 (satu)

| |Provinsi
1g |'in Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani
Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
19 ['Zin Pembangunan dan Pengoperasian
Pelabuhan Pengumpan Regional
20 Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan

Regional

21 |izin Pengalihan Plat Hitam ke Plat Kuning

! Surat rsetujuan Pembukaan Kaabﬂg
23 |Perusahaan Pelayaran Nasional/Angkutan Laut
(SIUPAL)

|zin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
1 |(IUIPHHK) kapasitas Produksi sampai dengan
2000 m3

jzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
2 [(UIPHHK) kapasitas Produksi 2000 m3/tahun
sampai dengan 6000 m3/tahun

)zin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Hutan
3 |Produksi konversi yang telah dikonversi atau
tukar menukar kawasan hutan

Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IPHHK)

5 Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
(IPHHBK)

jzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

6 dengan Luasan Paling Banyak 5 ha untuk
Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan

yang Bersifat Non Komersil

Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan

6 (IPPHK) dengan Luasan Paling Banyak 5 ha
untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan

Kegiatan yang Bersifat Non Komersil

Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan

Rekomendasi |zin Undian Gratis Berbahaya

Rekomendasi/lzin Pengumpulan Uang atau
Barang (PUB)

3 Tanda Daftar bagi Organisasi Orsos/LSM/UKS
Yang Bergerak di Bidang Kesejahteraan Sosial




Sortifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum
i yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah
serta peroncanasn PSU tingkat kemampuan menengah.

Pendaftaran Usaha Parawisata (Lebihdari 1
Kab/Kota melingkup! 1 Lokasi Kawasan
Parawisala, . ]
Pendafiaran Usaha Parawisata (Lebihdari 1

2 |kab/Kota melingkupi 1 Lokasi Daya Tarik
Parawisata.

Bl TOTAL | 84 N

Mamuju, 31 Desember 2021

an. Kepala Dinas
Kabid.Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP: 19670906 199803 1 005




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Abdul Malik Pattana Endeng, Kompleks Perkantoran Gubernur, Rangas - Sulawesi Barat

REKAPITULASI DATA IZIN DAN NONIZIN TAHUN 2021
PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A

NO SEKTOR JENIS IZIN JUMLAH
1 LINGKUNGAN HIDUP NONPERIZIN

2 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Izin

3 Rekomendasi Pengolahan/Pemanfaatan i
Limbah B3 Skala Nasional

4 Rekomendasi UKL-UPL -

5 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 3 Izin

6 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup 5 Izin
Persetujuan Pernyataan Kesanggupan

7 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 1 Izin
Hidup (PKPLH)

ENERGI DAN SUMBER DAYA
2 MINERAL PERIZINAN

1 Izin Usaha Pertambangan (IUP) -

2 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) -

3 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) -

4 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi i
khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan

5 Izin Usaha Pertambanagan Operasi Produksi i
khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian

6 Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah 16 zin
Tanah/ABT (SIPPAT)

7 Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah 10 Izin

8 Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) -

9 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik -

10 Izin Operasi Instalasi -




11

Izin Pemanfaatan Jaringan (Telekomunikasi,
Multimedia dan Informatika)

12

13

Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Surat Keterangan Terdaftar

14

Penunjukkan Lembaga Inspeksi Tekhnik
Ketenagalistrikan

Izin membawa cagar budaya Keluar Daerah
provinsi

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Izin

Rekomendasi Penambahan Jurusan

Izin

Mamuju, 31 Desember 2021

an. Kepala DPMPTSP Prov. Sulbar
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan A

IRFAN, AT. S. Sos
Pangkat : Pembina Tk. |
NIP. 19750331 200312 1 003









